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BAB V  

PENUTUP  

 
 

A. Simpulan 

Untuk memberikan arah yang lebih jelas dari skripsi ini maka penulis akan 

memberikan kesimpulan pembahasan sebagai berikut:  

1. Status tanah wakaf Masjid Jami’ Nurul Muttaqin yang belum jelas 

dikarenakan belum adanya sertifikat tanah wakaf yang sah dari pihak 

BPN. Hal ini disebabkan oleh kelebihan tanah wakaf pada saat bangunan 

mushola tersebut didirikan. Sebenarnya hal ini sudah berulang kali dibahas 

dan dimusyawarahkan, akan tetapi tak kunjung juga ditemukan kata 

mufakat dalam musyawarah antara wakif, pihak KUA, nazhir dan Takmir 

Mushola. Sengketa wakaf sebagai bentuk perselisihan tanah harus 

diselesaikan dengan cara mediasi, seperti halnya dalam Undang-Undang 

Wakaf No 41 Tahun 2004 pasal 61 ayat 2 yang berbunyi penyelesaian 

sengketa wakaf dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau mufakat. 

Jika tidak bisa maka penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara 

mediasi, arbitrase atau pengadilan.  Dalam  hal  ini  pihak  KUA 

masih mengupayakan agar kasus ini segera selesai sehingga sertifikat 

tanah wakaf segera dapat diterbitkan. Agar status hukum tanah wakaf 

Masjid Jami’ Nurul Muttaqin menjadi jelas. Sehingga ketakutan masalah 

yang semakin rumit di kemudian hari dapat hilang, dan warga dapat 



 86 

beribadah dengan khusyuk. Sehingga dapat mengembalikan esensi wakaf 

yang sebenarnya.  

2. Apa yang sudah menjadi kesepakatan sejak awal adalah yang memiliki 

kekuatan hukum, seperti akta ikrar wakaf yang telah tertulis bahwa wakif 

telah mewakafkan sebagain tanahnya untuk digunakan sebagai bangunan 

mushola. Apabila hal tersebut menjadi tidak sesuai, maka wakif serta 

tetangga samping rumah wakif yang tanahnya ikut terpakai tidak dapat 

dipaksa untuk mengikhlaskan atau memberikan kelebihan tanah tersebut. 

Semua perbuatan yang dilakukan harus berdasarkan dengan hukum yang 

berlaku, karena tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti 

ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan 

dalam tata kehidupan bermasyarakat. Selain itu hukum bertujuan untuk 

menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas 

dirinya sendiri. 

3. Pendaftaran tanah merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk 

mengatasi permasalahan. Sebenarnya dalam ikrar tanah wakaf Masjid 

Jami’ Nurul Muttaqin tidak ada masalah, karena sudah dilakukan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku. Akan tetapi yang menjadi permasalahan 

adalah kurangnya komunikasi yang baik antara pihak Wakif, Nazhir, 

Ta’mir dan Warga sekitar tentang pembangunan mushola. Dan agar 

sertifikat tanah harus segera dibagi menjadi dua bagian, yang masing-

masing bagian adalah yang pertama bagian milik wakif dan bagian kedua 

milik Masjid Jami’ Nurul Muttaqin. Yang kemudian di daftarkan secara 
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sah kepada pihak BPN Supaya status kepemilikan tanah tersebut menjadi 

jelas, dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Sebab tanah 

yang tidak memiliki sertifikat dianggap tidak sah di mata hukum. Sehingga 

masyarakat sekitar dapat beribadah dengan damai dan khusyu’, serta 

esensi wakafsendiri dapat terwujud.  

 

B. Saran-saran  

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Sudah menjadi   kewajaran manusia apabila dalam 

penulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya saran dan kritik yang 

membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini.  

Akhirnya penulis memanjatkan syukur dan berdoa kepada Allah semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang berkesempatan membacanya serta 

dapat memberikan sumbangan yang positif bagi khasanah ilmu pengetahuan. 

Amin.  


